
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR ol TAHUN 2t2o

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KI NERJA PEI.IYEDIA BARANG/ JASA PEMERI NTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan
kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan
penilaian terhadap penyedia barang/jasa
pemerintah atas pekeqjaan yang dilaksanakan
berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan,
kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel;

b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia
barang/jasa pemerintah dapat terlalsana dengan
optimal dan mampu mendukung persaingan yang
sehat, diperlukan pedoman penilaian atas kinerja
penyedia barang/jasa pemerintah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Penilaian Kine{a Penyedia Barang/Jasa
Pemerintah;

Mengingat i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tefiarrg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan l,embaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN KINERJA PEI{YEDIA BARANG/JASA
PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa
Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi.

,&



3

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat
Daerah Provinsi yang dibiayai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang
diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai
dengan serah terima hasil peke{aan.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Perangkat Daerah Provinsi.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil
keputusan dan/ atau melakukan tindalan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja Daerah Provinsi.

10. Unit Keq'a Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro
Pengadaan Barang/ Jasa.

ll. Kelompok Ke{a Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.

12. I-ayanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui pe{anjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah peq'anjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau
pelaksana swakelola.

15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha
yang menyediakan barang/jasa berdasarkan
Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa.
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16. Penilaian Kineq'a Penyedia adalah aktivitas,
kegiatan, dan proses untuk mengukur kiner;'a
Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penilaian
aspek dan indikator yang telah ditetapkan.

17. Predikat Kineq'a Penyedia adalah predikat kine{a
Penyedia berdasarkan hasil perhitungan total nilai
akhir penilaian kineq'a Penyedia, dengan
menggunakan rumus perhitungan dan konversi
nilai yang telah ditentukan.

18. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya
disingkat SiKAP adalah sistem informasi
pengelolaan data Penyedia (Vendor Marngement
Sgeteml melalui pros€s seleksi, klasilikasi,
penilaian kineq'a, dan profiIing.

19. Barang adalah setiap benda baik berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna
Barang.

20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir.

21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

22. Jasa l.ainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

(1) Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia meliputi:

a. para pihak dalam Penilaian Kinerja Penyedia;

b. Penilaian Kine{a Penyedia; dan

c. pelaksanaan Penilaian Kine{a Penyedia.

(2) Uraian pedoman dan format Penilaian Kine{a
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam l,ampiran, sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasa] 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orzmg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat.

i

RIDWAN KAMILb\

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 70 d"nu-ri 'O'O

t Pj. SEKRRIARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

A

$

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAI{UN 2O2O NOMOR O]

z-z

l-'/,
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LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 01 TAHUN 2o2o

TANGGAL : l0 Janua.ri 20'0
TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN

KINERJA PEI.IYEDIA
BARANG/JASA PEMERINTAH

URAIAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

I. Para Pihak Dalam Penilaian Kine{a Penyedia

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam
Penilaian Kine{a Penyedia, meliputi:

1. PA bertugas dan berwenang :

a. menerima laporan hasil Penilaian Kine{a Penyedia dari PPK
dan menyerahkannya kepada Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa selaku ex. ofiao Kepala UKPBJ;

b. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang
diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja
Penyedia; dan

c. memberikan rekomendasi dan/atau melakukan tindakan
yang diperlukan berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ
tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPA bertugas dan berwenang :

a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan
dari PA.

b. menerima hasil Penilaian Kinery'a Penyedia dari PPK; dan
c. bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personal yang

dapat ditunjuk sebagai PPK.

3. PPK bertugas dan berwenang :

a. menetapkan tim pendukung;
b. menetapkan tenaga ahli/ tenaga telcris;
c. mengendalikanKontrak;
d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada

PA/KPA;
e. menyerahkan hasil peke{aan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
f. menilai kinerja Penyedia dan melaporkan hasil Penilaian

Kine{a Penyedia kepada PA/KPA;
g. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang

diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja
Penyedia; dan

h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa se.laku ex.oficio Kepala
UKPBJ, bertugas dan berwenang :

a. menerima laporan hasil penilaian kine{a Penyedia dari
PA/ KPA selaku Pengguna Barang;
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b. melakukan rekapitulasi dan inventarisasi berdasarkan
laporan hasil Penilaian Kineda Penyedia dari PA/KPA;

c. melakukan klarifikasi dan mengkaji laporan hasil Penilaian
Kinerja Penyedia untuk dikoordinasikan dengan PA/KPA
dan PPK;

d. menetapkan hasil alhir Penilaian Kinerja Penyedia dalam
Keputusan Kepala UKPBJ dan melaporkannya kepada
Gubernur; dan

e. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi
dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa
yang diperlukan, berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ
tentang hasil akhir Penilaian Kine{a Penyedia.

Tenaga Ahli/Tenaga Teknis bertugas dan berwenang :

a. membantu PPK dalam melakukan Penilaian Kine{a
Penyedia; dan

b. memberikan analisa, telaahan, serta rekomendasi teknis
dan fungsional kepada PPK atas kinerja Penyedia dan
kualitas barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan bidarg
keahliannya.

II. Penilaian Kineg'a Penyedia

Umum
Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan
tanggung jawab Penyedia, meningkatkan pemenuhan kualitas
hasil pekerjaan Barang/jasa, dan meningkatkan kompetensi
para Pelaku Usaha dan/atau Penyedia.

Prinsip Penilaian Kine{a Penyedia
Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
b. pelaksanaan yang transparan dan objektif; dan
c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia
a. Manfaat lagi Pengguna Barang (PA/KPA/PPK), yaitu :

1) melakukan pengawasan, pengendalian, penertiban dan
evaluasi pelaksanaan pekeq'aan Penyedia;

2l mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan
Penyedia untuk menjamin kualitas Barang/jasa hasil
peke{aan Penyedia; dan

3) melakukan pembinaan kine{a Penyedia secara teknis
dan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Manfaat bagi Penyedia, yaitu sebagai bahan masukan
untuk meningkatkan kinerja Penyedia melalui akreditasi
penilaian kemampuan kinerja berdasarkan Kontrak
(contract p e rfo rmanrcel .

Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja Penyedia
a. Penilaian Kinerja Penyedia Barang :

Penilaian Kinerja Penyedia Barang dilakukan dengan
menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja
sebagai berikut :

5

1

2

3

4
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b

U administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri
dari indikator :

a) kelengkapan kantor sebesar 57o (lima persen);
b) kepatuhan/ketaatan penyelesaian administrasi

keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
c) struktur organisasi sebesar 57o (lima persen).

2l tenaga teknis sebesar 107o (sepuluh persen), terdiri
dari indikator :

a) kesesuaian tenaga teknis dengan ketentuan
kontrak sebesar 57o (lima persen); dan

b) kemampuan/keahlian dan kompetensi tenaga
teknis sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar
5% (lima persen).

3) kualitas dan kuantitas prduk sebesar 50% (lima
puluh persen), terdiri dari indikator :

a) Kualitas Barang sesuai dengan spesifikasi teknis
dalam kontrak sebesar 25Vo (dua puluh lima
persen); dan

b) Kuantitas Barang sesuai dengan daftar kuantitas
dalam Kontrak sebesar 25Vo {dua puluh lima
persen).

4l jadual dan waktu sebesar 25o/o (dua puluh lima
persen), terdiri dari indikator :

a) pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka walrtu
pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak
sebesar 15olo (lima belas persen); dan

b) Progress/ Prestasi Pekeq'aan sesuai Jadwal dan
Tidak ada keterlambatan sebesar 1O7o (sepuluh
persen).

Penilaian Kine{a Penyedia Jasa Konstruksi :

Penilaian kinerja Penyedia jasa konstruksi dilakukan
dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian
terhadap Kineq'a Penyedia Jasa Konsultan perencana studi
@Lanning) konstruksi, Penyedia Jasa konsultan perencana
teknis (desrgn) konstruksi, Penyedia pelaksana Pekeq'aan
Konstruksi, dan Penyedia Jasa Konsultan pengawas
konstruksi, sebagai berikut :

1) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia
jasa perencana studi @lannirql konstruksi, sebagai
berikut:
a) administrasi sebesar 15% (lima belas persen),

terdiri dari indikator :

(1) kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan
sarana prasarana perusahaan sebesar 5%o

(Iima persen);
(21 ketaatan dan kelengkapan pemenuhan

administrasi pekedaan sebesar 5olo (lima
persen); dan

(3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan
sebesar 57o (lima persen).

,e
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b) tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 30% (tiga
puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) kesesuaian tenrga ahli dan tenaga teknis
dengan ketentuan kontrak sebesar 15olo (lima
belas persen); dan

(21 ten"ga ahli dan tenaga teknis memiliki
kemampuan sesuai dengan kualifikasi
peke{aan sebesar 15% (lima belas persen).

c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga
puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) hasil perencanaan memenuhi persyaratan,
standar dan kualitas sesuai ketentuan
kontrak sebesar 107o (sepuluh persen);

(21 kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan
kontrak sebesar 5% (lima persen);

(3) hasil perencanaan dapat diaplikasikan
dengan baik sebesar 1O7o (sepuluh persen);
dan

(4) inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan
sebesar 5% (lima persen).

d) jadual dan waktu sebesar 107o (sepuluh persen),
terdiri dari indikator :

(l) pelaksanaan pekedaan sesuai dengan
ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen);
dan

(21 progres/prestasi pekedaan tidak ada
keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

e) presentasi laporan sebesar l5o/o (lima belas
persen), terdiri dari indikator :

(1) jadwal presentasi laporan, focrts group
discussion, konsultasi publik sesuai dengan
rencana sebesar 57o (lima persen);

l2l kehadiran tenaga ahli selama presentasi,
foans group discussion, konsultasi publik
dapat terpenuhi sebesar 5olo (lima persen);
dan

(3) pelaksanaan konsultasi pelaksanaan
peke{aan sebesar 57o (lima persen).

2) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia
jasa perencana teknis (des'tSt! konstruksi, sebagai
berikut:
a) administrasi sebesar 15% (lima belas persen),

terdiri dari indikator :

(1) kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan
sarana prasarana perusahaan sebesar 57o
(lima persen);

(2) ketaatan dan kelengkapan pemenuhan
administrasi pekerjaan sebesar 57o (lima
persen); dan

(3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan
sebesar 5% (lima persen).

,&
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b) tenaga ahli dan tenage teknis sebesar 25o/o ldua
puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis
dengan ketentuan Kontrak sebesar 15% (lima
belas persen); dan

(21 lsnaga ahli dan tenaga teknis memiliki
kemampuan sesuai dengan kualifikasi
pekefaan sebesar 1O7o (sepuluh persen).

c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga
puluh persen), terdiri dari indikator:
(1) hasil perencanaan memenuhi persyaratan,

standar dan kualitas sesuai ketentuan
kontrak sebesar 1O7o (sepuluh persen);

(21 kuantitas peke{aan sesuai dengan ketentuan
Kontrak sebesar 5% (lima persen);

(3) hasil perencanaan dapat diaplikasikan
dengan baik sebesar 1O7o (sepuluh persen);
dan

(4) inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan
sebesar 5% (lima persen).

d) jadual dan waktu sebesar 107o (sepuluh persen),
terdiri dari indikator :

(1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen);
dan

l2l progres/prestasi pekeq'aan tidak ada
keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

e) pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
sebesar 2Oo/o (dua puluh persen), terdiri dari
indikator :

(1) pengawasan berkala sesuai ketentuan
kontrak sebesar 57o (lima persen);

(2) tenaga untuk pengawasan berkala sebesar
57o (lima persen);

(3) responsibilitas perubahan gambar,
spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan
permasalahan dalam pelaksanaan sebesar
57o (lima persen); dan

(4) peringatan dan/atau teguran selama
pelaksanaan pekeq'aan sebesar 5% (lima
persen).

3) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kine{a Penyedia
pelaksana Peke{aan Konstruksi, sebagai berikut:
a) administrasi sebesar 2oo/o (dua puluh persen),

terdiri dari indikator :

(l) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen).
(21 ketaatan dan kelengkapan pemenuhan

administrasi pekerjaan sesuai kontrak
sebesar 1O7o (sepuluh persen);

(3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan
sebesar 5% (lima persen); dan

,/,
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b) jadual dan waktu sebesar 1O% (sepuluh persen),
terdiri dari indikator :

(l) pelaksanaan peke{aan sesuai dengan
ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen);
dan

(21 progres/prestasi pekerjaan tidak ada
keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

c) kualitas dan kuantitas sebesar 257o (dua puluh
lima persen), terdiri dari indikator :

(l) uji fungsi/test laboratorium/uji
teknis/kesesuaian teknis dilaksanakan
sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen);

(21 kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis
sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(3) kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar
kuantitas dan harga sebesar l07o (sepuluh
persen).

d) material sebesar 107o (sepuluh persen), terdiri dari
indikator :

(1) ketersediaan bahan terpenuhi sebesar
sebesar 5% (lima persen); dan

l2l bahan yang digunakan sesuai dengan
spesifikasi teknis sebesar 57o (lima persen).

e) tenaga kerja dan peralatan sebesar 15olo (lima
belas persen), terdiri dari indikator :

(1) jumlah tenaga kerja dan peralatan selama
waktu pelaksanaan peke{aan terpenuhi
sebesar 5% (lima persen);

l2l kemampuan / keahlian tenaga ke{a sesuai
kontrak sebesar 57o (lima persen); dan

(3) kapasitas dan jenis peralatan sesuai kontrak
sebesar 5% (lima persen).

f) keselamatan dan kesehatan kerja sebesar l07o
(sepuluh persen), terdiri dari indikator:
(1) pemenuhan kelengkapan K3 (keamanan,

keselamantan dan kesehatan) ke{a sebesar
5% (lima persen); dan

(21 perlindungan tenaga kerja sebesar 5% (lima
persen).

d lingkungan sebesar 10olo (sepuluh persen), terdiri
dari indikator :

(1) sosialisasi/pemberitahuan kepada
lingkungan sekitar pekeq'aan sebesar 57o
(lima persen); dan

(21 tidak ada komplain/permasalahan dengan
lingkungan sekitar sebesar 5% (Iima persen).

4l Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia
jasa konsultan pengawaskonstruksi, sebagai berikut:
a) administrasi sebesar 157o (lima belas persen),

terdiri dari indikator :

(l) kelengkapan kantor sebesar 57o (lima persen);
(21 ket4atan penyelesaian administrasi keuangan

sebesar 5% (lima persen); dan

yq,
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(3) struktur organisasi sebesar 57o (lima persen).
b) tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25o/" (dua

puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis
dengan ketentuan kontrak sebesar 157o (lima
belas persen); dan

{21 tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki
kemampuan sesuai dengan kualifikasi
pekeq'aan sebesar l07o (sepuluh persen).

c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 3O% (tiga
puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) kualitas hasil pekerjaan konstruksi sesuai
dengan kontraksebesar lOo/o (sepuluh
persen);

(21 rapat monitoring dan evaluasi peke{aan
sebesar 57o (lima persen);

(3) instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur
tetap (protap)/manual mutu/SOPsebesar
l07o (sepuluh persen); dan

(4) laporan tepat walrtu/tidak ada keterlambatan
5% (lima persen).

d) jadual dan waktu sebesar l07o (sepuluh persen),
terdiri dari indikator :

tl) pelaksanaan pekerl'aan sesuai dengan
ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);
dan

(21 progres/prestasi pekerjaan tidak ada
keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

e) pelaksanaan pekery'aan sebesar 2O7o (dua puluh
persen), terdiri dari indikator :

(U penugasan tenaga ke{a selama waktu
pelaksanaan pekeq'aan terpenuhi sebesar 57o
(lima persen);

(21 pemenuhan koordinasi dan konsultasi
dengan pengguna jasa sebesar 57o (lima
persen);

(3) sarana prasarana/peralatan selama
pelaksanaan pekefiaan memadai sebesar 57o
(lima persen); dan

(41 peringatan dan/atau teguran selama
pelaksanaan peke{aan sebesar 5% (lima
persen).

Penilaian kine{a PenyediaJasa Konsultansi (Non-
Konstruksi) :

Penilaian kine{a Penyedia Jasa Konsultansi (Non-
Konstruksi) dilakukan dengan menggunakan aspek,
indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

1) administrasi sebesar l07o (sepuluh persen), terdiri dari
indikator :

(a) ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi
administrasi pekeq'aan sesuai kontrak sebesar 57o
(lima persen); dan

,b
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(b) ketaatam dalam penyelesaian administrasi
keuangan sebesar 5olo (lima persen).

2l tenaga ahli sebesar 3O7o (sepuluh persen), terdiri dari
indikator :

(a) kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kontrak
sebesar 1O7o (sepuluh persen);

(b) jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan
kontrak sebesar 107o (sepuluh persen); dan

(c) jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan
kontrak sebesar 107o (sepuluh persen).

3) kualitas hasil pekerjaan sebesar 307o (lima puluh
persen), terdiri dari indikator :

(a) kesesuaian antara metode pelaksanaan pekeq'aan
dengan KAK sebesar l07o (sepuluh persen);

(b) kuantitas ofiput/sub output yaig dihasilkan
sesuai dengan yang diminta sebesar 107o (sepuluh
persen); dan

(c) kualitas output/ sub output yang dihasilkan sesuai
dengan yang diharapkan sebesar l07o (sepuluh
persen).

4l jadual dan waktu sebesar 2Oo/o (dua puluh lima
persen), terdiri dari indikator :

(a) pelaksanaan pekeg'aan sesuai dengan ketentuan
kontrak sebesar 107o (sepuluh persen); dan

(b) progres/prestasi pekedaan tidak ada
keterlambatan sebesar 57o (sepuluh persen).

5) inovasi sebesar 107o (sepuluh persen), terdiri dari
indikator :

(a) nilai tambah penerapan inovasi terbaru sebesar
5olo (lima persen); dan

(b) transfer ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar
5% (Iima persen).

Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya :

Penilaian kine{a Penyedia Jasa lainnya dilakukan dengan
menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja
sebagai berikut :

1) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri
dari indikator :

(a) kelengkapan kantor sebesar 57o (lima persen);
(b) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan

sebesar 5% (lima persen); dan
(c) struktur organisasi sebesar 57o (lima persen).

2l tenaga teknis sebesar 25o/o (dua puluh lima persen),
terdiri dari indikator :

(a) tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan
dalam kontrak sebesar sebesar 107o (sepuluh
persen).

(b) kemampuan / keahlian tenaga teloris sesuai
kontrak sebesar 107o (sepuluh persen); dan

(c) kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak sebesar
5% (lima persen).

l,
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3) bahan sebesar 2oolo (dua puluh persen), terdiri dari
indikator :

(a) spesifikasi bahan sesuai kontrak sebesar 1070
(sepuluh persen); dan

(b) kuantitas dan ketersediaan bahan kontrak
sebesar 1O7" (sepuluh persen).

4l peralatan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen), terdiri dari
indikator :

(a) jumlah peralatan terpenuhi sesuai kontrak
sebesar l07o (sepuluh persen); dan

(b) kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak dan
sebesar I O7o (sepuluh persen).

5) kualitas sebesar loo/o (sepuluh persen), dengan
indikator :

kualitas peke{aan sesuai dengan spesifikasi teloris
dalam kontrak sebesar 107o (sepuluh persen).

6) jadual dan waktu sebesar 107o (sepuluh persen), terdiri
dari indikator :

(a) pelaksanaan peke{aan sesuai dengan ketentuan
kontrak sebesar 57o (lima persen); dan

(b) progres/prestasipeke{aan tidak ada
keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

Perhitungan penilaian kinerja Penyedia dan Predikat Kinerja
Penyedia
a. Penilaian kine{a Penyedia dilakukan terhadap :

1) pekerjaan Barang/jasa yang telah dilakukan serah
terima peke{aan dari Penyedia kepada PPK melalui
Berita Acara Serah Terima (BAST);

2l pekerjaan Barang/jasa yang telah dilakukan serah
terima pertama pekerjaan (Proui"sional Hand Ouer/PHOI
dari Penyedia kepada PPK, untuk Peke{aan
Barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan;
dan

3) pekerjaan Barang/jasa yang berakhir atau diakhiri
berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan
Penyedia.

b. Total nilai akhir Penilaian Kineq'a Penyedia merupakan
akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator
kinerja dengan bobot penilaian dibagi dengan angka 100
seratus den rumus se berikut :

Tota-l Nilai Penilaian Indikator Bobot
Akhir = I Kinery'a Penyedia x Penilaian
Penilaian 100

c. Terhadap pekerjaan Barang/jasa yang berakhir atau
diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan
Penyedia, maka penilaian kineg'a Penyedia pada setiap
indikator kinerja diberikan nilai 0 (nol).

d. Total nilai akhir Penilaian Kineda Penyedia dikonversikan
ke dalam Predikat Kinetja Penyedia, sebagai berikut:
1) Buruk, jika nilainya sama dengan 0 (nol);
2l Sangat Kurang, jika nilainya antara 1 (satu) sampai

dengan 6O (enam puluh);

,0'
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[I. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PEI{YEDIA

I Pelaksana Penilaian kinerja Penyedia
a. Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan oleh PPK atau

pejabat penandatangan Kontrak.
b. Dalam hal kontrak ditandatangani oleh pejabat

penandatangan Kontrak selain PPK, maka ketentuan
penilaian kinerja Penyedia barang/jasa oleh PPK berlaku
mutati.s mutandi.s bagi pejabat penandatangan Kontrak
lainnya.

c. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia dapat
dibantu oleh tenaga ahli/tenaga teknis yang berkompeten
sesuai dengan jenis peke{aan barang/jasa yang dilakukan
oleh Penyedia.

Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kineq'a Penyedia
a. PPK wajib melaksanakan Penilaian Kineq'a Penyedia

pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan kontrak.

b. PPK melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia berdasarkan
format Penilaian Kinerja Penyedia, sebagaimana dalam
angka 6 di atas.

2

I

3) Kurang, jika nilainya antara 61 (enam puluh satu)
sampai dengan 70 (tujuh puluh);

4l Cukup, jika nilainya antara 71 (tujuh puluh satu)
sampai dengan 80 (delapan puluh);

5) Baik, jika nilainya antara 81 (delapan puluh satu)
sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan

6) Sangat Baik, jika nilainya antara 91 (sembilan puluh
satu) sampai dengan 100 (seratus).

e. Penyedia dengan Predikat Kineqia Penyedia : Sangat Baik,
Baik, dan Cukup dapat mengikuti kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan prioritas
masuk dalam urutan kriteria Penyedia dimulai dari yang
memiliki nilai Predikat Kine{a Penyedia paling tinggi.

f. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia: Sangat Kurang
Kurang dapat dipertimbangkan mengikuti kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan
memperhatikankan catatan hasil akhir penilaian kineg'a
Penyedia yang bersangkutan.

g. Penyedia barang/jasa dengan Predikat Kineq'a Penyedia:
Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.

6. Format Penilaian Kineq'a Penyedia
a. L,e mbar/ Format Penilaian Kineqia Penyedia tercantum dalam

I^ampiran II Keputusan Gubernur ini.
b. Dalam hal diperlukan catatan atau tambahan lainnya format

Penilaian Kineg'a Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a
dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang dilakukan
dalam batas kewajaran dan berkeadilan serta tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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c. Dalam melakukan Penilaian Kine{a Penyedia, PPK
berwenang :

1) melakukan pemeriksaan di lokasi/lapangan, termasuk
tetapi tidak terbatas pada memasuki dan memeriksa
tenaga ahli/SDM/bahan/alat/tempat pelaksanaan
berkaitan dengan pekeqjaan yang dilakukan oleh
Penyedia yang dinilai; dan

2l memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian
kinerja Penyedia.

d. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia
memperhatikan:
1) dokumen kontrak termasuk ad.dendumnya; dan
2l dokumen dan/atau informasi lainnya.

e. Hasil penilaian kinerja Penyedia oleh PPK dilaporkan
kepada PA/ KPA selaku Pengguna Barang untuk
selanjutnya diserahkan kepada Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa *laku ex.ofrcio Kepala UKPBJ.

f. Penyerahan laporan penilaian kineqia Penyedia Barang dari
PA/KPA kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku
ex.oficio Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada huruf
e, dilakukan setiap akhir periode triwulan pada tahun
anggaran berkenaan, sebagai berikut :

1) laporan Penilaian Kinefa Penyedia triwulan I paling
lambat pada tanggal 3l Maret tahun anggaran
berkenaan;

2l laporan Penilaian Kine{a Penyedia triwulan II paling
lambat pada tanggat 30 Juni tahun anggaran
berkenaan;

3) laporan Penilaian Kine{a Penyedia triwulan triwulan III
paling lambat pada tanggal 30 September tahun
anggar€rn berkenaan; dan

4l Laporan Penilaian Kine{a Penyedia triwulan triwulan IV
paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun
anggaran berkenaan.

g. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku ex.oficio
Kepala UKPB.J merekapitulasi, mengklarifikasi, dan
mengkaji laporan Penilaian Kine4'a Penyedia jasa untuk
dikoordinasikan bersama PA/ KPA dan PPK, sebagai dasar
penentuan hasil akhir penilaian kine{a Penyedia.

h. Hasil akhir penilaian kinerja Penyedia dituangkan dalam
Keputusan Kepala UKPBJ dan dilaporkan kepada
Gubernur.

Hasil Akhir Penilaian Kinerja Penyedia
Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kineda
Penyedia merupakan dokumen strategis Pengadaan
Barang/Jasa, sebagai bahan :

a. pembinaan Penyedia melalui :

U SiKAP; dan
2l sanksi daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

j,
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pertimbangan bagi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja
Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekedaan pada
Perangkat Daerah Provinsi, dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa selanj utnya.

RJA A BARAT, I
RIDWAN KAMILq
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yug rEEluk . lrlD Ftt ddaten.
c n GFaa b.,ur/i.- yur hdalrhi. allu dilthiri bddlErli.n p@firdn l@ntr.L t\.6a lrLho P.a!€db

2 c$ miLirn..d6o iDdltrtn d.Lh dan6 rEbaik r niLi addol Dda koldr @. tui
3 tdh.d.p p.rdia b.@&lj@ teg ba.r(hk.t u &hri bad.rrkdr FRuro tdlnt kama tdLhd abyrdt 

" 
nura !6i1ai.. kiadj. hyEdrr Fda &ri.p

alpct .!.n indikato. dibdtrre nilai o [no!.

K.FhOm/ P /KP

B'<tuna 

-

]94!--

-@:!4!]C4ds-&!B!L
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6 9t-l@
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3 Phyldia Elarsn. ElGj@ rm.rDkt!

,s, NAMA PERANGXAT D^IRAI]
Jd.tr..............................

{0221 ..........-...... r.b.[.: ......... .... ..... cmil : .-

LEMAAf PEIIII]\.IAX KINERJA PENYEDIA AARA'IG/JASA

PENYEDIA PEIAKSANA PEKERJAAI{ I(OI'{STRUKSI

a Jdgk Waldu F.laksae

rb. P.L.t / xo. RUP / N.m P.x.t

Xder.n d.n k l4gk F. d.Lfr llEmuhi Admini.Eali
Rrrdlm @i XmEIL {rEE $rdrq .$op D@nid!
l{'brl lr@Ln|e, LgFru-1.!a6, Buku Tmu, Buk!
Diril6i, Buku Bahe, Buk! Tol.., Enind, d!1.

Kctsrm d.Lm Frlelsi.n Admini.Eq.i KaoBd
(rdoi., pqjat, jmilE, ctribud, dn).

l(.to{k Fp ,4.!t6 Lhni.E i: Gud6!& l.ar4 Dinrni
5

Ela*@@ I&j@ @.i Joa.6 rY6ttu
Ddak.&.d yus dft.r3pk$ d.]m KNtnlr.

(logq
5.

rhsrc./Prt.h.i PEkerj@ csuai Jadsal do rida]( ada
5

t ji FunC/T6t r.Dmrdium/Uji r.Ioir/K.a.i.n

Itualjh. F.r(dj.m 6ud.r.nam SpairLkad T.kni.
(uddh6 F.k r1m *.udi d.nlan D6fta. (umrita. dd

x.r--<tdi B.td .d.r. F.Llollad Etcje!
5

Baha yoa dlgu!.ka 6uai ddlga SF.inkaa T.lc,i.

Juri.h T6.€. k rja dan p@rah ..1.M Waku
Fcral<s.e p.lEj@ t rpanuhi.

t2.
tlc@n'pua/tabli.n toaa. kaja cuai kcbtud

13. rqla.ita. do Jai3 P6slat n @ai k.htuo r@tE*

klagklp.n X3 Eiar P!].ka.e P.kdj.4 Lrpdruhi:
PeElard, B.hd, Patai&. scFto, H.!n, RadDu-m,nbu,
Alat kog.m, dan cat te k jadnu.

l5 Hindulao h4a raj. dipauhi (Jad,..r.t, aA!a.i,
dl!.
Art nta Sdi.ri6i/I+illbditlhue k lirykungd EkiEr

Tid.r .dr r@d.in/P.']DEr.hm daBs ljngkuns

II

I

IIIIII

r Fcnilaim Kodia 6v€dia Batu./J.- diltukaD tshad.e :

r F.LdIm b.mrJla! yu* t t h diLlot , sEi tdid D.lria.n d.n Falltdla lcr.da PPt( ddalui B.Dia 
^m 

sd.h T.om {B^sll.
b F.rdla b.nnrFx yeg GLh dil.kut n qlh rdim pdt G p.k rju (Pruid..d H.nd o*r/PHq d.ri kry.dn k Fdr Fr-i! untuk F.taj@ b!@&ij..

yugEEturon lriipddin.'un.
c P.rdie b.mr,/i.E yalE h.ELhi. .b &ehri bad.-itd! p.rrutuE tdtsrt k ra kdlaho PaEdi..

2 c@ Da!{aaa, -ti.o iorli&atd ad.Lt! (hr@ rEnbdiklr niLi lod3.l Ed. koLrn Es B.i
3 ftlhdap pekdlu b.tu&/j6E ydB b6d.nt atau dr.klti.i bddd!.!t , F!uu@ k6tEt *aMa k €Lhd P.nldia, r*r Fnilaia kinai. Fay.dia pod! Eii.p

6.Fk.i.n in lit t . dlb.rikan ! .i O lnol).

x.Fh om / P / KP^

Nau

-&4!4!-Uryds-&!]!Oq:
I
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a. Rryrdia Jau r@sulh P.nBEr& tionshk6j

,s, PEf,ERU'TAH o^ERAH PROVIIISI JAPA AARAT
NA'{A PEF IIC(AT DAERAII

J.Id,.......,.....,,.,..,,..,,...,.,.
gzl.,..,..,.,,..... wcb.it : . . . . . . . . . . . , , , . . . . . , dmil: .,.

LEMBAR P€IIIIAIAII KIXERJA PEXYEDIA BARANG/JASA

PEIWEDTA JASA (ONSULTAI'{ PENGAWAS KONSTRUXSI

3.

5.

A Jmeka Waktu ar.l6k.s.m

l|o, hna / io. ROP / I{6@ Fata

rer(, Studio,.l& @a F.'.t!a FxEhd rE d.i
utul( rd.k..a*.n p.rcj@/sui kualilikla

I(eteto d.le Fnrcldia Adnitri.iE i rdagm
(tami,, Fj.k, jenno, dt!

5
oi!.ni&i (Daauna rdr.la.!li, tan.a..ddni.rr d,
taar. rddlid F.u-no rEEdd/-ui.tm9a

TaqE Ahli da! Taaga t tni! ya3 diru86tk n Iaai
da@ vo. diu.llkbn

2 Toaga Ant dd Tadta L-Lrir r6iliLl kaE pum
@d d@ga kuari6k!.i p.kajao.
(u.lit . tlril PdcjaA Ka3Euk.i yog dilsks.td
klakoa 6uai tionrEl<
R.pat Moiehs d.tr Strludi tuG,@ dil6l.@ar(d
&:m Friodik .tard diEFii
M€rdrik , IrsEuknrn.rruk i kcpa.ta P.1ak6.6ud
Prc.du.t tap lP6t pl/Mdual Muru/soP
Lapora-l6poran d.n ftldul. dibud LFt ,ak$/tid.t ada

Felaksu Ekgiaa 6uai Jeaka Wsktu
rlak.e.A @{ di€raDka, dabn X@rra]<
ftBrdd ttEid suli J6dral d tir.k.da
r.tdldtrb.t n (ProrIE Fkrjrdl

r2 kua..n ta.{a l6j. .d.m g.hu Ehr@

5
M.lakuk n l@rdina!, dd kd.uhan rutin doga

stu. k @ IPEII t nl ddE pd.k6@
pck6j.6 M).d.i/ -eai &dotud 5

5

15. S.la@ p.lak.e6d p.k Dam ti.t * ada tlgu@, Fontatl

II

III
I r}nil.id xlEia !.nv.dta B.fu./J.I diLkuk ! t6tada, :

a P.lrdlm h.,ux,/ie yos t r.h dirrluk n -d6 ki@ F*aiE .Lrt Paydnr k !.da PPK mlalu Bdtb aen saah TEim lBAsTl.
b tu*dF$ b.tu&fFd y&a td.! atk't.r E h rrin FtlE p.*dj&n {Ptq/*id., Irand orlPsc, irdi koJ&di. lcFd. PPlq untul tt&di@ b.mgJ,ju

yeg nEtEtutdt 
'!bE tEr.lih.,u-

c R*sid b.BtJl.r yex barkhi. .lau di.thid bqdaErt ! pqtutu@ l@u.k *r,@ tal.he PhY.di..
2 c.E FiLis Etie lrditaic ad&h d6@ rt nb.rikan nild lud.l D.da holdn tur BEi
3 Ta'E&p p.*aja6 b.tus/je ysa b.E(nt allu diarhirt bad.srtcn parutug, kdrtot kard. kaarahe ftoydia, m}! Fn aiu khdja khrE!. p..ia etlaP

..!dr &n lldikai6 diba{l n DiLio tno[

/GFra oPD / P / xP

Bodmg-

Prditat Kin6ia n ivtdi6 :

5

,1"



c. PENU.AIAN I0iER.rA PE|{YEDiA JASA (ONSULTA S' (NOl{KO ST?UlGtl

s.
LEMBAF PDNrr.^l^fr ruNERJA PEIW9DTA BARAXC/JASA

PEI{EDIA JASA RONSULTANSI IXOIIXOIISTRUKSN

2.

3

6,

a.

Xo. Pala / rb. iUP / xa@ hr.t

J@ahY.ld! Fd.l.a&n

I
v€rrl,n de k r.flBkaFn dalam lffiuhi AdtuinnEad
kt .j@ 6ud rontGl( (lip6m! F.n&hulum, Lapo6
AntaE, lapom Alrhir, Pcririnm. dI).

5

k a,.n d.r.m Ddrrda.ih AdDiDi.rEd v@ro
(bul.!n/tdhi., Fllr, buhi r*d, iMi,
m/palh.p.!, dIl.

5

rcg!.nh &taE Et d. p.lalcie FkGj@ daUE

los{lq orrpn/ gr'rt AnFa y6g dih.dlko Eu.i

Kudi., O44lSrD Or4F, yea dih..ill6 a.i
dar yur dt@rko
PrLkEen EIGrlq 6uai JoBk, Wartu
Elskmn&n vm{ diLtaDko dalo Kontdlr
PrDs6/PrBt&i r*dj@ 6ud J..lral &n Tid.t ada

l.oalr6t d ta.e. .n[ (Frdikrn, lohli& dan
Fl'.lallu tria F*,id.I raa ditua..td di
lap..as -dai dmro XmtEL
Jur .n T.n6aa Ahli ,6ng dituaaikm 6uai daAe ysa

J.dr.l P.ougM Ta.e.]\hli 6uai da8a yda t rta

5

t/ld&aik . nihi trrb.h daFr MdlltAr imli
tab.n .dri'*. Ftaj..n &pat diEl4ik D E,6

TtaNlqol rnatde. itm! p€nactahue da reknolog,
yos dihdilbn unluk l.hdlsnjtrh Fk.rjaa di mB

PREDI}iAT KIIIERJA PENYEDIA

I Fa$.nu i.lidi. @!dia &a./J!a.tilalole rrh&D :

. RrEild t.furiE yur td.i diLtul,. ah tEir rdrdiE d.ri PhydL i.Fd. PPK drd.lui Bqit Aan s@t tqir lB^sll-
b Flrjan bdur/iE y6a l&h d *ubn Elh tair p6rdD r*-j4n lPrqiri,,ur riad Otl Ptr<, &ri Fayatra &.rad. PPl<' ubl(g.lsjsr b.m&rj.E

y..s EEluk r lE !aE!h.lan,
c Fd.di6 b.furie lux bcELhi. aiau dn*hiri bdd.Erk4 pdnutus kmEit taEE llar.hd Fcnrdia.

2 c& 6nai{ -d.D i.. .aro.d!bh da@ rErbGikm niLi (qck l Bd. kord 6r @Mi
3 Tdh.d69 pdsjd b.Mt/j.q yoa taakblr .r.u <Ilarhin bdn s.t D FmtuF k ntEr l[aMa k@rshm Phyldia, ,Ek FrlLj&r ki,6ja Pdy.dia pada &ri,9

.!9.-i d.n ir<!lot4 ah6it r nu.i o {nol).

x€p.r! om / PA / xP

ftrdiLlt Xindia P.nv.dia

2

,g'

PgUERII'TAII DAERAH PROVIIISI JASA BARAT
TIAXA PBRAiIOXAT DAERAH

J.Ltr
F.L.i il:lo22l.-...............W.b.h.:......-......-...aril:....-..-............
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D, PEMI- { IITNERJA PEITYEDIA JASA ]2\INNYA

.s, PEMERIITIAH DA.ERAH PROVI SI JAWA BARAT
llA}.^ PeRAllGKrtl DAERAII

J.t n....-...................-..,,.,,.
g4 . .- .-..-..-.- w.b.iL: ..... ... .....-...,6mil l

LEMBAR PENITAIAN KXEN,JA P9I{YEDiA B^R^TG/JS^

PEIAXSAITA JASA LAINI{YA

rao. P.l6l / No. Rt P / Nam P.lat

a. Jegka *arau F.l,.l<mao

Orlmi$i (ltnguru., T.na.' lnli, Tdaa. Admini.lr..i,
Ta.aa fclor.t. &ru@h@ rsEd,j/.atrd balfilc-

r(.t4t.n d6r.m pcnrd.4isn Admini.tEi r@mgd
ii@in. EEl(. idinm. dibu.i. dlll
Iclan.&lpan l.6td : Studi<\ Oudang ti.nto. Dirdoi,
tnFr lr.d, Ma d.. F!@ **- "-"r-;p.tdiE a{.i rma.& du.

(lorq

Pelal(le@ tukdls HU.j Jmeka w.ku
p.roksaE yds dildrpr@ d,Lm KotEr.
Prq6/PErA.i Eklti6 rui Jdpd de Tid.l.da

xu.riu. Atr6j@ &&ai dcnie spdilitldli Lk i. drlam

SF.ink&i bano te.pqruhi sEi LntEt
8@tii.. d.. L&xdns b.hm ,6a diauEt n Ed
ddao sF fik .it loi. <ra,ao kdrEa*
Junl|h F.GLr.n &lam w.lnu kl.r6@ p€lcjs
taDatuhi -a.i l@ial(
Kualid. pdahrrn 6ud k t.nrud ridtr.k

tl To{. lt*tri. y&a ditug..ke s.i dalg{ ku.liil6.i
p.kaj.6 dd.m rdr&k
r6.dq1m/far in lq.a. E&ni. @aj k t ntud

kuutib/Juri ah P.6nil 6ud ko.t6* 5

I Itolr.Ln xindia Darvldin B.tu../Jd <!Llorlt.! tahr.raD :
a F.rde b.mri.& y.na t -!.h <ULhrLa! sln tdim p.t6F.. dari Parwdia t D.d. PPK rldui Bait AE sEdr 16lnd {B vn,
b tlraje b.tua/iE tma td.h <!t lok ! E h r6i@ Fl&r p.rEJ4n (AEri!-6r rc,td orrlPHol .Lri P6ydi.! lq.da PPlq untuk F*6ju. baE!a/J.-

Fngtrlurh Er.dih.lun.
c F.lci.m b.Enr,/iaE yDr b{rthi. rt u diddni bdd.art n pa&ttum Ldhl b6a Lar.he FcqEdh.

2 ce 6ihnu rtiD indit t r .d.lah <ld!sr! rEllbaiLm o0al le.Ll D.da kororn E. -oai3 Tdt d.p p.tdje bdudiu yus bddhn ar.u .nrht,i tdd.rrt . FmtuE tmtrEk r,6! l@rahm hlrldirL Er. FriLtur ldeh FirtdL Fd! dnp
.ird( &! in<lihtd dftqitra liLi o (.d1.

rcFhom / P / KP

ft,.dii.t l..lnsi. Farydla
I
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